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PUTUSAN
Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Z AP z
Sl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 20 Oktober 1987, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
XXXXX, XXXxX, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas,
Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Wahid Sarmadan Siregar, S.H. dan Risvan Akhir Roswandi
S.Sy., MH., Advokat/Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM
WAHID SARMADAN SIREGAR, SH & PATNERS ADVOKAT
KONSULTAN HUKUM beralamat di Kelurahan Pasar Sibuhuan
Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi
Sumatera Utara. dengan domisili elektronik pada alamat e-mail :
wahidsarmadan@gmail.com, Berdasarkan Surat kuasa khusus
Nomor: I/WSS-SK/X1/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang
terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor
369/SK/2023/PA.Sbh, tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir xxxxx, 10 April 1985, Agama Islam Pendidikan
SLTA, Pekerjaan Mekanik, Tempat tinggal Dahulu di XXXXXX,
Kecamatan xxxxX, Kabupaten Padang Lawas, namun sekarang
tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan pasti dalam
Wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;
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Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16
Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Sbh,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sinin 12 April 2010,
yang bertepatan pada 27 Rabiul Akhir 1431 H, sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan,
Tertanggal 11 Mei 2010;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan
tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah,
yakni membangun rumah tangga yang didalamnya memberikan rasa
nyaman dan tentram saling mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang serta
senantiasa mengharapkan ridho Allah SWT sebagaimana ketentuannya
dalam kitab suci al-qur'an suroh Ar-rum ayat 21:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat

tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lubuk Pakam Pasar 2 selama
kurang lebih 6 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah
kediaman orang tua Penggugat di Lingkungan 1 Kelurahan Pasar Sibuhuan
selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pinda ke
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rumah kontrakan di Lingkunag 1 Pasar Sibuhuan selamat kurang lebih 1
Tahun, kemudia Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman
bersama di lingkungan 1 Psar Sibuhuan, Kecamatan Barumun Baru,
Kabupaten Padang Lawas sampai berpisah;
4, Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah malakukan
hubungan layaknya suami istri (bakhda dukhul) dan sudah dikaruniai satu
orang anak;
> Anak, laki-laki lahir di Sibuhuan pada tanggal 29 Mei 201,
Pendidikan SD dan saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat dijalani dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan
suami istri, hal tersebut mulai berubah tidak harmonis dan sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan sejak awal tahun 2015 yang disebabkan
karena;
> Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak
terpenuhi;
> Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang tidak
jelas;
6. Puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Maret 2017 dimana pada saat itu Penggugat pulang dari tempat
pekerjaan dan Tergugat hanya di rumah untuk menjaga anak Penggugat
dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mejaga dan mengurus anak
tersebut, terjadilah pertengkaran atau adu mulut antara Penggugat dan
Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh
keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tegugat sudah tidak
mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah
tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan
pertengkaran;
9. Bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974

tentang pokok-pokok perkawinan yang menyatakan bahwa;
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“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang peria dan
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”

Disamping itu dalam Pasal 3 Buku | dalam Kompilasi Hukum Islam
Menyatakan;

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, dan warohmah”

10. Bahwa apabilan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 1
Tahun 1974 dan Pasal 3 Buku | Kompilasi Hukum Islam diatas dikaitkan
dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka
jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di
dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan
Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam
pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk apalah rumah tangga
tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga
yang sakinah, mawaddah dan warohmah serta sudah sangat sulit untuk
dipertahankan dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai
sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
(KHI) jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan lebih dari
ada dua tahun, dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara
terus menerus maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan di
Pengadilan Agama.

12. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat
tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan
bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
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Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan
kiranya berkenan menerima dan memeriks perkara ini;
Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cg. Majelis
Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang

amarnya sebagai berikut:

Primair :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil
kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu
Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh
Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai
bahwa kuasa hukum Penggugat, telah memenuhi syarat formil untuk beracara
di muka sidang;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya
mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis
Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada
Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan
pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxx yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Padang Lawas tanggal 16 Desember 2017 yang telah diberi meterai cukup
dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan
diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarakan oleh Kantor
Urusan Agama KUA Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi
Sumatera Utara, tanggal 11 Mei 2010, yang telah diberi meterai cukup dan
dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 470/1280/KEL/2023 yang
dikeluarkan oleh Lurah Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten
Padang Lawas bulan Oktober 2023 yang telah diberi meterai cukup dan
dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten
Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi
abang kandung Penggugat;
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- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun
2010;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lubuk Pakam
Pasar 2 kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman
orang tua Penggugat di Lingkungan 1 Kelurahan Pasar Sibuhuan,
kemudian Penggugat dan Tergugat pinda ke rumah kontrakan di
Lingkunag 1 Pasar Sibuhuan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah
ke rumah kediaman bersama di lingkungan 1 Pasar Sibuhuan,
Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi
pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2015;

- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga
kurang memenuhi nafkah rumah tangga;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat
sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2017 yang lalu hingga saat ini,
Tergugat pergi dari rumah bersama dan sejak saat itu tidak ada kabar
lagi;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak pernah mencari keberadaan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan

Tergugat.

2. Saksi Il, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang
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Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lubuk Pakam
Pasar 2 kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman
orang tua Penggugat di Lingkungan 1 Kelurahan Pasar Sibuhuan,
kemudian Penggugat dan Tergugat pinda ke rumah kontrakan di
Lingkunag 1 Pasar Sibuhuan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah
ke rumah kediaman bersama di lingkungan 1 Pasar Sibuhuan,
Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas sampai berpisah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah
yang telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2010, dan telah dikaruniai
1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi
pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan
Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga
kurang memenuhi nafkah rumah tangga;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat
sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2017 yang lalu hingga saat ini,
Tergugat pergi dari rumah bersama dan sejak saat itu tidak ada kabar
lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sering dimediasi dan saksi hadir dalam mediasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan
Tergugat.
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat
terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus
sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka
para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat telah
hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum, oleh
karenanya terlebih dahulu Majelis memberi pertimbangan terhadap kuasa
hukum Penggugat berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Asli
Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana telah terdaftar
dalam register kepaniteraan pada tanggal 16 Oktober 2023 dan telah
menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian
Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau
mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat
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nomor: 243/Pdt.G/2023/PA.Sbh tanggal 10 Januari 2024 dan 24 Januari 2024
serta 06 Februari 2024 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah
Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama
Sibuhuan, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah
tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat telah
hadir sendiri menghadap di persidangan sementara Tergugat meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana
ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak
pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan,
oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa
dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mencantumkan
tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, panggilan sidang
kepada Tergugat dilakukan melalui kantor bupati Kabupaten Padang Lawas
yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana relaas
panggilan, sehingga panggilan sidang kepada Tergugat telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan,
maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
RI nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena
berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01
Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak
hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis
Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati
Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana
layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat
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tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud
dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun
1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak
ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah
menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis
Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan
persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak ingin
mempertahankan haknya di hadapan sidang, namun untuk menentukan adanya
alas hak dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283
RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Tergugat dan
sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang
memenuhi nafkah rumah tangga kepada Penggugat, akibatnya Penggugat
pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah rumah
selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan selama pisah antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam
persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara hukum
dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat
disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini
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adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga
berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan
selama pisah rumah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin
lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk
damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat
dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e)
yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang—-Undang
Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya
akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-
anak serta untuk menghindari kebohongan—kebohongan besar dalam hal
perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan
kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1)
R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bermeterai cukup, di-nazegelen, dan
cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat
tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2010, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai
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kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan Ghoib,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai Tergugat tidak diketahui di dalam ataupun diluar wilayah
Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
pembuktian;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal
1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Saksi | dan Saksi Il, keduanya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah
merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan
Tergugat Saksi | dan Saksi Il, dimana dalam memberikan keterangannya telah
bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo pasal 1911 KUH Perdata) dan
diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal
Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian
para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2)
Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil
materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri /
diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal
309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai bukti
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang memenuhi
nafkah rumah tangga;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6
(enam) tahun dan selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi
Penggugat;

5. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaanya di wilayah
NKRI;

6. Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami
isteri;

7. Bahwa Majelis Hakim, Mediator dan pihak keluarga Penggugat sudah
berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Penggugat, namun
tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 6 (enam) tahun, dan
tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat
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menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah
rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat yang diakibatkan terjadi perselisihan secara terus menerus dapat
dilihat dari sikap Penggugat yang bertekad keras untuk bercerai dengan
Tergugat, serta terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun
secara terus menerus dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di
wilayah Indonesia, serta usaha majelis hakim dan keluarga Penggugat yang
berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun semuanya tidak
membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
majelis menilai bahwa apa yang didalilkan oleh Pengguat tentang tidak
rukunnya rumah tangganya dan sudah sulit untuk disatukan kembali karena
terjadi perselisihan terus menerus telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis patut menduga
bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken
marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan
demikian mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah
sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi
kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

o (LR EE
é\.,ml\ e ode Baa sl 45
Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;
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Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan

agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah
berbuat memadhorotkan dirinya”;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Figh Sunnah Jus Il halaman 248

yang berbunyi sebagai berikut:
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Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan

Artinya :
keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan
hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan
suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil
mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada
istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah
memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya tidak ada keharmonisan lagi, apalagi Tergugat tidak ada kabar
beritanya selama kurang lebih 6 (enam) tahun, akan sulit mewujudkan rumah
tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam
rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tegugat sudah dalam
suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk
menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka
perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah
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pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-
dalil gugatannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf
(b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan
petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2)
huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat sudah
sepatutnya dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain
shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Sibuhuan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan
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dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai
Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.l., M.H. dan Tayep Suparli,
S.Sy.,, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad
Sarkawi, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.l., M.H. Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.H.l.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan ‘Rp 200.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 320.000,00
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(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
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